
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOiltOR 44 TAHUN 2O2O

TENTANG
PEMBENTUI{AN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan

ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2OI9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Riau;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 6I Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor l9Tahun 1957

tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lern-baran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai
Undang-Undang'(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor ll2, Tatnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor I6aQ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2OI5 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2076 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5837) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tah]un

2olg tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2076 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot9
Nomor I87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6aO\;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2oI5 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor I2O Tahun 2OI8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oI9
Nomor 97O);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor a51);

7. Peratr.rran Menteri Perindustrian Nornor 17 Tahltrn
2OIB tentang Pedornan Nornenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Umsan Pernerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI8 Nomor 849);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2OI8
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OIB Nomor 1539);

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2OI9
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2OI9 Nomor 7);

10. Peraturan Gubernr-rr Riau Nornor 59 Tatrun 2OI9
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun
2Ol9 Nomor 58);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI RIAU.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau'

2. Pemerintah Provinsi ad.alah Pemerintah Provinsi Riau'

3. Gubernur adalah Gubernur Riau'

4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Riau'

5. Perangkat Daerah Provinsi adaiah unsur pembantu Gubernur dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggafaan Urusan

pemerintahan yatg menjadi kewenangan Daerah provinsi.

6, Dinas Perindustrian, Perd.agangan, Koperasi, Usaha Kec-i_i dan Menengah

adalah Dinas perindustriai, Ferdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Riau'

7. Kepala Dinas ad.alah Kepaia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Uslha Kecil dan Menengah Provinsi Riau'

8. Unit Peiaksana Teknis yang selanjutnya disingkat uPf adalah Unit
pelaksana Teknis pada 

-Dinls 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau'

g. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPI

adalah Kefala Unit Pelaksana teknis pada Dinas Perindustrian'

Perd,agangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

BAB II
PEMBENTUI(AN
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk uPT, terdiri atas:

a. UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan;

b. UPT Industri Logam;

c. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kelas A;

d. uPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil d.an Menengah, Kelas A; dan

e. uF,rl Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan usaha Kecil dan

Menengah, Kelas A.

BAB III
KEDUDUI{AN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UpT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas'
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(2\ UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan
\ / 

kegiatan [mti. operasionald.anlatau kegiatan teknis penunjang tertentu'

(3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu

melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan

dengan pelaYanan masyarakat'

(4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu

melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah'

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan terdiri

atas:
a, KePala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi;
d, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2\ Susunan organisasi UPT Industri Logar.:l, terdiri atas:
'a. KePala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi;
d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri
atas:
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Seksi Jaminan Mutu;
d. Seksi Teknis Sertifikasi; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional'

(4) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

terdiri atas:
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelatihan; dan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Susunan Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, terdiri atas:
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi PelaYanan Usaha;
d. Seksi Pembinaan Usaha; dan
e. KelomPok Jabatan Fungsional'

nl--< {
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Pasal 5

UPT dipimpin oleh seorang Kepala uPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala

Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi'

Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

tercantum dalam tampiran I sampai dengan Lampiran V, dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat

Administrator (eselon III.b)'

Kepala subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud

daiam pasal 4 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a)'

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan

Pasal 7

uPI Industri Pangan olahan dan Kemasan mempunyai tugas

melaksanakan sebaglan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan

teknis penunjang Ditru. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha

Kecil dan Men.nglh di bidang Industri Pangan Olahan dan Kemasan'

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPI
Ind.ustri Pangan olahan d.an Kemasan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada
-Subbagian 

tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengernbangan Teknologi

dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;

b. penyelen ggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka

p.ny.lenggu.raa.r tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi

Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan seksi Pembinaan dan

Pengembangan Usaha;

c. penyelen ggaraarl pemantauan, evaluasi dan peiaporan dalam rangka

penyelenffutuun i.rgur pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan

d^r, Pengemburg^.r Teknologi dan seksi Pembinaan dan

Pengembangan Usaha;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas

dan fungsinYa

Pasal 8

Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai tugas

-.lu.k.rk"n koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata

Usaha, Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi

Pembinaan dan Pengembangan Usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Kepala

UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan menyelenggarakan fungsi:

nl;4
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a. pen]rusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT

Industri Pangan Olahan dan Kemasan;

b. penyelen ggaraarr pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa

ir".it p.l"k."nu.".t t.tg"s di lingkungan UPT Industri Pangan Olahan

dan Kemasan;

c. penyelenggaraan pemantarlan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala

Dinas; dan

d. pelaksanan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinYa.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian tata
Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas bawahan di lingkungan subbagian tata usaha;

c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat men5rurat;

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban

Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi,

dan evaiuasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan, sarana dan

prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantor;

i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;

j. melaksanakan tugas promosi pelayanan UPT Industri Pangan Olahan dan

Kemasan;

k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinYa.

Pasal 10

Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas:

a. merencanakan prograrnfkegiatan dan penganggaran pada seksi

pelayanan dan pengembangan teknologi;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan merneriksa hasil pelaksanaan

tugas bu*.hat di lingkungan seksi pelayanan dan pengembangan

teknologi;

c. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan untuk peningkatan
layanan prima di UPT Industri Pangan olahan dan Kemasan;

frl qlr'/ 6t
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d. melaksanakan penyusunan hubungan kerja dengan industri binaan

d.alam rangka p.trg.*Uangan kompetensi produksi teknologi industri
pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;

e. melaksanakan pengembangan kompetensi produksi dalam rangka

pengembangan teknologi Industri Kecil Menengah pangan olahan,

kemasan dan kerajinan non logam;

melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang

makanan, minuman, kemasan dan kerajinan non logam;

melaksanakan pelayanan teknis inkubasi dalam penumbuhan wirausaha

baru (wuB) dibidang pangan oiahan, kemasan dan kerajinan non logam;

melaksanakan penyusunan Stand.ar Operasionai Prosedur pelayanan

teknis pengolahu,r, pungun dan kemasan dan kerajinan non logam;

melakukan pemantatlan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada seksi pelayanan dan pengembangan teknologi;

dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

oD'

h.

1

J

Pasal 11

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan programf kegiatan dan penganggaran pada seksi

Pembinaan dan Pengembangan usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas bt*"hatt di lingkungan seksi pembinaan dan pengembangan

usaha;

c. melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia Industri Kecil

Menengah pangan melalui pendidikan dan pengembangan kompetensi
serta sosialisasi -u.g"ng di bidang industri pangan olahan, kemasan dan

kerajinan non logam;

d. melaksanakan fasilitasi peluang dan pengembangan usaha pada Industri
Kecil Menengah pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;

e. melaksanakan bimbingan dan pendampingan melalui sistem inkubasi
usaha industri pangan olahan, kemasan dan kerajinan non logam;

f. melaksanakan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia bagi petugas

pelaksana teknis UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan

g. melakukan pemantallan) evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan keglatan pada seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yan:g diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT Industri Logam

Pasal 12

(1) UpT Industri Logam mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional d.anf ata:u kegiatan teknis penunjang Dinas
perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di
bidang Industri Logam.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT

Industri Logam menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada
'snuu"gi"n 

Tata usaha, seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi

dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;

b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka

penyetenggaraa.r_ tugas dan fungsi pada subbagian Tata Usaha, Seksi

Pelayanan dan Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Usaha;

c. penyelen ggaraar. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka

p.ny"t.nggaraan tugas pada Subbagian Tata usaha, seksi Pelayanan

dan peir-gemb.ng"., Teknologi d.an Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Usaha;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas

dan fungsinYa.

Pasal 13

(1) Kepala UpT Industri Logam mempunyai tugas melakukan koordinasi,

fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan

Pengembangan Teknologi dan Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Usaha.

(2\ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

UPT Industri Logam menyelenggarakan fungsi:

a. Pen5rusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT

Industri Logam;

b. penyelen ggaraar. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
rrasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Industri Logam;

c. penyelen ggaraarr pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala

Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinYa'

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian

Tata Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil peiaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;

c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

e. melaksanakan fasilitasi ad.ministrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Arralisa Beban
Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi,
dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

,PteLl At
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melaksanakan pen]rusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantor;

melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;

melakukan pemantauan, evaluasi d,an membuat laporan pelaksanaan

tugas dan keglatan pad'a Subbagian Tata Usaha; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinYa.

Pasal 15

Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas:

a. merencanakan programfkegiatan dan penganggaran pada Seksi

Pelayanan dan Pengembangan Teknologi;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas b.*.f,.., di lingkungan Seksi Pelayanan dan Pengembangan

Teknologi;

c. melaksanakan penyusunan bahan usulan kebutuhan untuk peningkatan

layanan prima di UPI Industri Logam

d. melaksanakan dan penyusunan hu mitra

dan industri binaan d'alam rangka duksi

ind.ustri logam, mesin, bahan bangu eka;

e. melaksanakan pengembangan kompetensi produksi dalam rangka

pengembangan tlm6togi Industri Kecil Menengah logam, mesin, bahan

tatgtttan, elektronika dan industri aneka ;

f. melaksanakan pelayanan teknis inkubasi dalam rangka menumbuh

kembangkan industri kecil menengah dan wira Usaha Baru (wuB)

melalui bimbingan dan pendampingan;

g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Teknis Pengolahan logam;

melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi industri kecil menengah

melalui inovasi d.an perekayasaan teknologi tepat guna;

melaksanakan tugas promosi pelayanan UPT Industri Logam;

melakukan pemantarlan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada seksi pelayanan dan pengembangan teknologi;

dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinYa.

Pasal 16

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi

Pembinaan dan Pengembangan Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas bawalian' di lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Usaha;

c. melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia Industri Kecil

Menengah logam melalui pembinaan di bidang industri logam, mesin,

bahan bangunan, elektronika dan industri aneka;

1-L.

h.

I
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d.
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melaksanakan fasilitasi pembinaan usaha pada industri kecil dan

-.rr"ngr.h berbasis logam, mesin, bahan bangunan' elektronika dan

industri aneka;

melaksanakan koordinasi dan penyusunan materi, kurikulum, silabus'

pemelajaran, bimbingan teknis'di Lidang industri logam, mesin, bahan

t^ttgr.tttu.n, elektronika dan industri aneka;

melaksanakan pelayanan teknis inkubasi dalam rangka penumbuhan

wira usaha Baru 0IruB) melalui bimbingan dan pendampingan;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

l..rgu, dan kegiatan pada seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinYa.

Bagian Ketiga
UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Pasal 17

UIr|PengujiandanSertifikasiMutuBarangmempunyaitugas
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan

teknis penunjang fiin"" Plrindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha

Kecil dan Men.ng"r.r, di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UF"f

pengujian dan Sertifikasi Mutu Baiang menyelenggarakan fungsi:

f.

h.

(1)

(2)

a. penyelenggaraan
Subbagian Tata
Sertifikasi;

perencanaan dan pelaksanaan tugas pada

Usaha,seksiJaminanMutu,danSeksiTeknis

(1)

(2)

b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka

penyelenggu.r".".r tugas dan fungsi pad.a Subbagian Tata Usaha, seksi

Jaminan Mutu, dan Seksi Teknis Sertifikasi;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka

penyelen ggaraan irgr" pada Subbagian Tata Usaha Seksi Jaminan

Mri.r, dan Seksi Teknis Sertifikasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas

dan fungsinYa.

Pasal 18

Kepala UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas

melakukan kooidinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata

Usaha, Seksi Jaminan Mutu, dan Seksi Teknis Sertifikasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat_(l) Kepala

UpT Pengujian dan Sertifitasi Muiu Barang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada uPrf

Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;

b. penyelen ggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengujian dan sertifikasi

Mutu Barang;

ilq-zu
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c'penyelenggaraanpenyusunandanprogramkegiatanpadaseksiatau
subbag al"Upf eengu.lian dan Sertiiikasi Mutu Barang sesuai dengan

peraturan dan kebijakan mutu yang ditetapkan;

d. penyelenggaraan koord.inasi dan pengawasan kelancaran pelaksanaan

tugaspelayananpenguJlandansertifikasimutubarang;

e.penyeienggaraanpemantauan,evaluasidanpelaporanpelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala

Dinas; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai

tugas dan fungsinYa'

Pasal 19

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian

Tata Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk .dan_ 
memeriksa hasil pelaksanaan

tugas bawahin di lingkungan Subbagian Tata Usaha;

c, melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan,penatausahaandanpelayananmasyarakat;

f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban

Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi,

dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan pen)rusunan kebutuhan, pemeliharaarl sarana dan

prasarana kantor, tebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantor;

i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;

j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugasdankegiatanpadaSubbagianTataUsaha;dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinYa'

Pasal 20

Kepala Seksi Jaminan Mutu mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Jaminan

Mutu;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugasbawahandilingkunganseksiJaminanMutu;
c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan

perlengkapannYa;

d. merencanakan dan melaksanakan pengembangan ruang lingkup

akreditasi pengujian dan sertifikasi mutu barang sesuai dengan

kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;

atQl s *,
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e. mengkoordinasikan kegiatan audit internal dan audit eksternal serta
tindak lanjut perbaikan yang dilakukan dalam rangka akreditasi
pengujian dan sertifikasi mutu barang sesuai dengan persyaratan
kompetensi dan peraturan perundagan yang berlaku;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan assesmen pihak ke tiga untuk
memperoleh dan mempertahankan akreditasi pengujian dan sertifikasi
mutu barang;

g. membuat program pelatihan personil Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan
eksternal untuk pemeliharaan dan peningkatan kompetensi personil
pengujian dan sertifikasi mutu barang;

h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Seksi Jaminan Mutu; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Teknis Sertifikasi mempunyai tugas:

a. merencanakan programfkegiatan dan penganggaran pada Seksi Teknis
Sertifikasi;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Teknis Sertifikasi;

c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan
perlengkapan pada Seksi Teknis Sertifikasi;

d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pengujian,
kalibrasi dan sertifikasi;

e. melakukan verifikasi permohonan pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan
iembaran kerja hasil uji dan data hasil kalibrasi;

f. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan audit kecukupan dan
lapangan sertifikasi produk;

g, melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Teknis Sertifikasi; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Bagian Keempat
UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal22

(1) UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danf atau kegiatan
teknis penunjang Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah di bidang pelatihan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT

Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraarr perencanaan dan pelaksanaan tugas pada
Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelatihan;

nt ql ,-' Ct
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b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
penyelen ggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha dan

Seksi Pelatihan;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan daiam rangka
penyelen ggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha dan Seksi

Pelatihan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas
dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Kepala UPT Petatihan Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah mempunyai
tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pada

Subbagian Tata Usaha dan Seksi Pelatihan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
UpT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT

Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
fru"it pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pelatihan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah;

c. membina dan mengembangkan kurikulum, modul serta metode
pelatihan perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah;

d. penyelen ggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinYa.

Pasal24

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan programfkegiatan dan penganggaran pada Subbagian

Tata Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;

c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

e, melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi,
dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan pen1rusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
kantor;

i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;

nt al --r At
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j. melakukan pernantaman, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan

k. meiaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinYa.

Pasal 25

Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas:

a. merencanakan prograrnf kegiatan dan penganggararr Pada Seksi

Pelatihan;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan_ memeriksa hasii pelaksanaan

tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan;

c. merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan

pendidikan dan Pelatihan;

d. melakukan koordinasi dan menghimpun materi/kurikulum pendidikan

dan pelatihan d.ari narasumber, instruktur atau widyaiswara;

e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah;

f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Seksi Pelatihan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinYa'

Bagian KeemPat
uPT Pusat Layanan usaha Terpadu Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah

Pasal 26

(1) UFrI Pusat Layanan usaha Terpadu Koperasi d.l Usaha Kecil dan

Menengah merirpunyai tugas -elak"a.takan sebagian kegiatan teknis

operastnai daniatau kegLtan teknis penunjang Di13s- Perindustrian,
plrdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang layanan

usaha terpadu koperasi dan usaha kecil dan menengah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT

Pusat Layanan usaha Terpadu Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada
-Subbagialn"Tata 

Usaha, Seksi Pelayanan Usaha, dan Seksi Pembinaan

Usaha;

b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka

penyeienggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi

i'elayanan Usaha, dan Seksi Pembinaan Usaha;

c. penyelen ggaraar- pendampingan meialui Pusat Layanan Usaha

i.rpu.du kloperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan

layanan j asa nonfinansial

d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka

penyelen[gur^rn tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan

Usaha, dan Seksi Pembinaan Usaha; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas

dan fungsinYa.

21 44 &.
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Pasal27

(1) Kepala UPT PusatLayanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan
evaluaJi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Usaha, dan Seksi

Pembinaan Usaha

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
UprI Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pusat
Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pusat Layanan Usaha
Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

c. penyelenggaraan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam
membangun hubungan dengan pemangku kepentingan;

d. meningkatkan kualitas usaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
secara inovatif, kreatif, dan produktif;

e. mengkoordinasikan peningkatan akses Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah terhadap sumberdaya produktif yang menghasilkan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing;

f. penyelenggaraan stimulator pengembangan usaha Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah, terutama produk unggulan daerah yang memiliki
daya saing tinggi;

g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Dinas; dan

h, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a, merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata
Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;

c, melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, penatamsahaan dan pelayanan masyarakat;

f. melaksanakan koordinasi penyusu.nan Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi,
dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan penJrusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
kantor;

ilEL ,-,2 &.



1

J

-tb-

melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

dan fungsinya.

peiaksanaan

sesuai tugask.

Pasal 29

Kepala Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi

Pelayanan Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas bawahan di lingkungan seksi Pelayanan Usaha;

c. merumuskan kebutuhan sarana d.an prasarana untuk mendukung

kegiatan pelayanan usaha;

d. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan
usaha, bersama dengan konsultan
pertumbuhan usaha baru;

e. melakukan kegiatan pendataan pengumpulan hasil produk sebagai bahan

promosi produk daerah guna peningkatan daya saing dan pemasaran

produk;

f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Usaha; dan

g. melaksanakan tugas ked.inasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Pasal 3O

Kepala Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan ptograrnf kegiatan dan penganggaran pada Seksi

Pembinaan Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Usaha;

c. merumuskan kebutuhan Sarana dan prasarana untuk mendukung
kegiatan Pembinaan usaha;

d. mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan
usaha, bersama dengan konsultan
pertumbuhan usaha baru;

e. melakukan kegiatan pendataan pengumpulan hasil produk sebagai bahan

promosi produk daerah guna peningkatan daya saing dan pemasaran

produk;

f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Usaha; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

usaha dan akses PembiaYaan
pendamping terutama bagi

usaha dan akses PembiaYaan
pendamping terutama bagi
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BAB V
TATA KERJA

Pasal 31

UPI dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi sesuai dengan
kedekatan fungsi koord.inasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.

Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam
pengusulan p.ogram dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi
pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan
nomenklatur dan fungsinYa.

Tugas dan fungsi UPT diiaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon

III.b) dan eejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan
Pelaksana.

UPI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban
dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-
prinsip tata- kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan'

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPf, dapat mengangkat
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi,
keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan- ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan'

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan'

BAB VII
PENGANGI{ATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri

Sipll yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6)

(7)
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(2) Kepala Subbagian, Kepala
diangkat dan diberhentikan
telah memenuhi syarat
undangan.
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Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang
sesuai ketentuan peraturan perundang-

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanan Peraturan Gubernur ini
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 75 Tahun 2077 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Provinsi Riau (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2OI7 Nomor 79);

b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2OI7 Nomor
82);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

7A sennsuAR E,
Diundangkan di Pekanbaru

)v\. 2" 2e

PROVINSI RIAU, /d

YAN

BERITA DAERA

NA JAYA

\
0i

// --{ &,

ROVINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR: A f
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BAGAN ORGANISASI
UPT INDUSTRI PANGAN
KEMASAN.

OLAHAN DAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : ZtA TaV, * )o3^o
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS

PADA DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KEGIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU

{ 
ou""*NUR RIAU,
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BAGAN ORGANISASI
UPT INDUSTRI LOGAM

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 44 TeU- v 2ep^e
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS

PADA DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KEGIL DAN MENENGAH
PROVINSIRIAU

Kf LOMPOK JABAT.AN; EUNG5IONAL

t\

fl ou""*NUR RrAU,
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BAGAN ORGANISASI
UPT PENGUJIAN DAN

MT.ITU BARANG
SERTIFIKASI

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : dlA {a\n" o }o?<>
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS

PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU.

SYAMSUAR
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BAGAN ORGANISASI
UPT PELATIHAN KOPERASI, UKM LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 44 Ta\^,o /ole
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR
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BAGAN ORGANISASI
UPT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 44 Trr^r * }a7d
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

/ *"o*suAR 4


